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PERATURAN REKTOR INSTITUT TEIO{OI,OGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 14 TAHUN 2023

PENGT{APUSAN ASET INSTITUT TEKNOI,OGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAIIA ESA

REKTOR INSTITUT IEI(NOI'GI SEruLUH NOPEMBER,

a. ba-hwa Peraturaa Rehor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor
13 Tahun 2018 tenrang penghapusan Aset Institut Teknologi
Sepuluh Nopember, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan tata
kelol,a tentang pengetrolaan aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember
sebagai Perguruan Tinggi Negeri E}adan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima-ksud dalam
huruf a, perlu dilakukan penyempruDaan peraturan tentang
penghapusan aset Institut Teknologi Sepufuh Nopember melalui
pembentukan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember tentang Penghapusqn Aset Instjtut Teknologi Sepuluh
Nopember;

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tr;rlrtalrg p61fidikan fi1ggi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ol4
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi darl pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sso0);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Baralg Milik Negata/Daerah firmbara Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tanbatral kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintal Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlS
tentang Statuta Institut Tekrologi Sepuluh Nopember (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tah:urr 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2Ol4 tentang Penjualan Barang l\,{ilik frfsgam/Daerah Berupa
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Kendaraan Perorangan Dinas (Irmbaram Negara Republik Indonesia
Tahum 2022 Nomor 127);

6. Peratural Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246 /PMK.O6 /2016 t€ntang Penatausahaan Kekayaan Negara
Dipisa-hkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor
r6);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.O6|2OL8 tentang
Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentu-kan peraturan
Interna-l Institut Teblologi Sepuluh Nopembeq

lO. Keputusan Majelis Wali Amanat lnstitut Teheologi Sepuluh
Nopember Nomor 03 Tahun 20 19 tentarrg Pengangkatan Rekor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2Ol9-2O24;

11. Peraturan Relrtor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pengelolaa-n As€t Institut Teknologi Sepuluh
Nopember;

12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi
Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3O Tah:.url, 2O22
tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 24 Ta-hun 2019;

13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25
Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di
Lingkungan Institut Tekrologi Sepuluh Nopember sebagaiamana
telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tablu:r 2022 tentang
perubahan atas Peraturan Rektor lnstitut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

14. Peraturan Rekor lnstitut Tekrologi Sepuluh Nopember Nomor 26
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Sekretaris Institut,
Direktora! Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebaqaimara telah diubah
terakhir dengan Peraturan Relftor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Rehor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26
Tahun 2019;
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Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOI,OGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PENGT{APUSAN ASET INSTITUT TEKNOI,OGI SEruLUH
NOPEMBER



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalem peraturan ini yang dirnalsud dengan:
l. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutrya disebut ITS adalah Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang

menetapkan, memberikan pertimbalgan pelaksanaal kebljakan umum dal
meleksanakan pengawasan di bidang 191 a[2d6rnik.

3. Rehor adalah organ ITS yang p6mimpin penyelenggaraa:r dan pengelolaan ITS.

4. Birc Keuangan adalah unit yang bertugas menyelenggarakan kegiatan dal dukungan
administrasi delem bidarg perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

5. Aset ITS yarrg selaljutnya disebut Aset adalah kekayaan ITS yang terdiri atas benda
terap, benda bergerak, barang, persediean dan/atau kekayaan intelektual yang
berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan
awal ITS, dan/atau yang berasal dari pemlehan ITS termasuk perolehan dari Anggaran
Pendapa.tan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Betanja Daerah, serta
perolehaa ITS lainnya yalg sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Aset tetap adalah aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai ITS dan
mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun.

7. Aset tidak berwujud adalah hak kekayaan inteleltual dal,am bentuk hak paten, hak
cipta, dan/atau hak kekayaan intelehual lainya yang dimiliki s€penuhnya atau
sebagian oleh ITS dan/atau aset seperti program perangkat tunak (so.ftuare) yang
penting bagi operasional ITS dan mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun.

8. Pengelola Aset adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab menetapkan
kebijakan dan pedoman serta mela-kukan pengelol,aan aset ITS, yang dijabat secara
exoffcio ole}r Rehor.

9. Pengguna Aset adalah pejabat pemeg{rng kev/enanqan penggunaan aset ITS, yang
dijabat secara exoficin ole}rWekil Rektor yang membidangi aset.

10. Kuasa Pengguna Aset adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aset untuk
mengguna-kan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya,
yang dijabat w.axa aoficio oleh kepala unit kerja.

11. Operator Aset adalah orang yang ditunjuk oleh pimpinen unit dan bertugas untuk
mela ks,anakal penatausalnan aset"

12. Sistem Informasi Manajemen Aset yang selanjutnya disebut E-Aset adalah sistem
informasi yang mengelola data terkait pengelolaan as€t yang meliputi penatausahaan,
penggunaan, pemantraatan, dal penghapusan.

13. Penggunaan adalah kegiatan yang dil.ekrrken oleh Pengguna Aset dalam mengelola dan
menatausahakan as€t ITS yang sesuai dengan tugas dan fungsi ITS.

14. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari daftar aset dengan menerbitlan
surat keputusan dari Pengelola Aset untuk membebaskan Pengguna Aset dan/ atau
Kuasa Pengguna Aset dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas aset yang berada
delem pe nguasaannya.

15. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan
dan pel,aporan hasil pendataan aset.

16. Harga Pasar adalah harga yang diperoleh dari penjualan suatu aset pada pasar yang
aktif.
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17. Nilai Bulu adalqh biaya perolehpn aset yang dikapitalisasi setelalh dikurangi
depresiasi (penyusutan) dan amortisasi

18. Daftar Inventaris adalah daftar yang memuat seluruh data aset an'ilik ITS yang disusun
oleh Pengguna Aset berdasarkan akumulasi perhitungan dari masing-m2sing da-ftar
inventaris aset yang digunakan oleh kuasa pengguna Aset atau unit kerja.

19' Panitia Penghapusan [s61 adqtah panitia yang ditetapkan oleh Rektor untuk
melal<ukan penghapusan aset.

2O. Penaksiran Aset adalah proses kegiatan untuk memberikal taksiran nilai atas suatu
obyek penaksiran berupa aset tetap pada saat tertentu berdasarkan harga pasar.

21. Tim Penaksir Aset adalah tim yang ditereFkan oleh Rektor untu-k melalmkan
penaksiran berdasarkaa metode yang dapat dipertanggungiawabkal.

22. Nitei Limit adalah besaran minim ,m atas aset yarlg ditetapkan oleh Pengguna Aset.
23. Penilaian Aset adalah pmses kegiatan untuk memberikan nitai atas suatu obyek

penilaian berupa aset tetap pada saat tertentu.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan

kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi yang .timiliki
25. Pejabat Penjual adalah orang yang diberi wewenang oleh pengguna Aset untuk

metrakukan penjualan aset.
26. Risalah Penjualal adalah berita acara pelaksanaan penjualan yang dibuat oleh pejabat

Penjual/Panitia Penghapusan Aset yang merupakan al.ta otendk dan mempunyai
kekuatal pembuktian sempurna bagi para pihak.

27. Risalah [4lang adalah berita acara p6'raksq1261 lelang yang dibuat oleh pejabat
Penjual/Panitia Penghapusan Aset yang merupakan akta otentik dan mempunyai
kekuatan pembuktial sempurna bagi para pihak.

28. Pelaporan adalah kegiatan menyampaika-n data dan informasi yang dilakukan oleh
unit pelqksana penatausahaan aset kepada pengelola AseL

29. Peralatat adalah baralg bergerak termasuk kendaraan yang merupakan aset milik
ITS baik berupa peralatan a-kademik maupun 161 aftsd6mik.

30. Piutang adalah jrrmlah uang yang wajib dibayar kepa.da IlS dan/atau hak ITS yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lain berdasarkan
peraturan y.rng berlaku.

31. Penanggung Utang kepa.da ITS yang selanjutnya disebut penanggung utang adarah
badan atau orang ya,,g berutang kepa.da IIS menurut peraturan, perjanjian, atau
sebab apapun.

32. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang ITS dari
pembukuan ITS dengan tida_k menghapuskan hak tagih ITS.

33. Penghapusaa secara mutlak adalah adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang
ITS dari pembukua:r ITS sekaligus menghapuskan hak tagih ITS.

34. Tim Urusal Piutang ITS selanjutrrya disingkat rupl adala,tr 
.im yang dibentuk dengan

sura keputusan Relrtor untuk menyelesaikan piutang ITS dan terdiri atas unsur
Komite Audit Majelis wali Amanat, Biro Keuangan, Kantor Audit Internal, Direktorat
Perencanaar dan Pengembangan, unit Layanan Hukum dan pengelolaal Resiko, serta
unit keda yang relevan.

35. Barang Jaminan adalah harta kekayaan m ik penanggung utang dan/atau penjamin
utalg yalg diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

36. Kaltor Pelayanan Kekayaan Negara dan lela:rg selanjutnya disingkat KPKNL adala}r
instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab l,angsung kepada Kepala Kaator Wilayah.

4



BAB II
TUJUAN, ASAS, DAN RUANG UNGKI.JP

Pasal 2
(1) Peraturan Rekor ini bertujuan:

a. mewujudken tata kelola perguruan '''rqglyang menerapkan prinsip Good Universitg
Gouenunqdan

b. sebagai pedoman baku dalem pelaksanaan penghapusan aset ITS PTNBH sehingga
pelaksalaan penghapusan dapa.t dilakukan secara tertib dan mewujudkal
penatausatraan sesuai dengan sistem pengelolqAn Aset yang akuntabel.

(2) Peraturan Rektor ini berasaskan transpa.ransi, efisiensi, akuntabititas, fungsional,
kepa.stian hukum dan kepastian nilai.

(3) Peraturan Rektor ini mengatur trntang:
a. panitia pgnghapusan Aset, Tim Pena-ksA Ase! dan .'.n pgnilqi trseq
b. objek penehapusan Aseq
c. persyaratan penghapusan As€q
d. bentuk penghapusan Aset;
e. tata cara penghaFusan Aset; darr
f. pelaporan.

BAB Itr
PANITIA PENGT{APUSAN ASET, TIM PENAKSIR ASET dan TIM PEMI.AI ASET

Bogla.r Kesatu
PANITIA PENGHAPUSAN ASET

Pasal 3
(1) Panitia Penghapusan Aset paling sedikit berjumlah 3 (tige) orang yang terdbi dari

unsur:
a. unit kerja yang membidangi As€U

b. unit kerja yang membidangi perencanaan;
c. satuan pengawas internaX den/atau
d. tenaga ahli dalam bidangnya.

(2) Susunal Panitia Penghapusan Aset paling sedikit terdiri dari:
a. ketua;
b. sehetaris; dan
c. anggota.

(3) Panitia Penghapusan Aset meiniliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. menyiapkan daftar Aset yang diusulkan r:ltuk penghapusan;
b. menyiapkan dan memverifikasi dokumen usulan Penghapusan;
c. memeriksa keberadaan dan kondisi Aset yang diusrrlkan penghapusan;
d. membuat berita acara pemeriksaan;

s. 6sngajukan usulan dan rekomendasi penghapusen kepada Pengguna Aset;
f. mel,aksanakan penghapusan aset berdasarkan persetujuan Pengelol,a Aset;
g. mempersiapkan tindak laljut setelah pelalsanaan penghapusa:r; dan
h. melaporkan pslaksaraar penghapusan kepa.da Pengguna Aset.
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Bagian Kedua
TIM PENAKSIR ASET

Pasal 4
(l) Penaksiran Aset yang diusulkan psnghaFusannya dapat dilakukan oleh rim penaksir

AseL
(2) Tim Penaksir Aset pafing sedikit berjrrmlah 3 (tiga) orang.
(3) Susunan Tim Penaksir Aset paling sedikit terdiri dari:

a. ketua;
b. seloetaris; dqn
c. arggota.

(4) Tim Penaksir As€t terdiri dari unsur:
a. unit kerl'a yang mengurusi aseL dan/atau
b. tenaga ahli dale'n bidanp,ya.

(5) Tim Penaksir fiset 6srniliki tugas dqn renq,rung jawab:
a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Aset yang akqn dihapus;
b. melakukan survei harga pa.sar terhadap Aset yarrg Aka4 dihapus;
c. membuat berita acara hasil survei harga;
d. melakukan penaksiran harga terhadap Aset yalg ekan dihspus berdasarkan hasil

survei;

e. membuat berita acara penaksiran harga Aset; dan
f. menyampa.ikan laporan hasfl penaksiran harga Aset kepa.da pengguna Aset untuk

ditetapkan sebagai halga limil

Bagial Ke.iga
TIM PENII,AI ASET

Pasal 5
(l) Penilaian Aset untuk Aset yang membutuhkan dafl atan mewajibkan kompetensi,

kualifikasi dan sertifikasi tertentu yang tidak foisa dilakrrkan oleh Tim Pena-ksir Aset
dapat dilakukan oleh Tim Penilai AseL

(2) Penilaian Aset untuk Aset yang diusulkan Penghapusan dapat rlilaku[2n slstr instansi
terkait sebagai rekomendasi Panitia Penghapusial Aset dalem menentukan nilai limit.

(3) Penilaian Aset untuk tanah dan/atau bangunan yang diusulkan penghapusan dapat
dilekukar oleh tenaga ahli atau instansi terkait.

(4) Penilai Aset sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. penilai perorangan atau instansi nonpemerintah h6rus 6s6irik'i kompetensi,

kualifikasi dan sertifikasi sebagai penilai yang dikeluarkan oleh lembaga atau
asosiasi yang berwenang; dan

c. tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum terkait pekerjaan penilai.

BAB IV
OBJEK PENGHAPUSAN ASET

Pasa] 6
(1) Penghapusan dapa.t dilakukan terhadap Aset berupa.:

a. Tanah dan/atau trangunan; dan
b. selain Tanah dan/atau
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(2) Aset tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimeksud pada ayat (U huruf a meliputi:
a. tanah;
b. trangunan; dsn
c. material bongkaran

(3) Aset selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimeksud pa.da ayat (l) huruf b
meliputi:
a. peralatan dan mesin;
b. kendaraan bermotor dan alat angkuq
c. Aset larrcar (persediaan dan piutang);
d. buku dan media perpustakaan;
e. Aset tak trerwujud; dan
f. Aset tetap leinnya.

BAB V
PERSYARATAN PENGFIAPUSAN ASET

Pasal 7
(1) Persyaratan Penghapusal Aset taneh dan/atau terdfui atas:

a. Aset dslam kondisi rusak berat karena bencana qlem af2q karena sebab lain d.i luar
kemempuan manusia lfore majeurel;

b. penyatuan lokasi Aset dengan Aset Iain milik ITS dqlqtn rangka efisiensi;
c. Aset berupa tanah dan/atau balgunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang

witayah atau penataan kota;
d' Penghapusan Aset tanah dan/atau bangunan kecuali material bongkaral wajib

mendapa.tkan persetujuan MWA;
e. pertimbaagan dqlern 121g[a pelrksanaan kebliakan umum ITS; da1/atau
f. adanya putusan pengadilan yeng telah memperoleh kekuatan huk 'm tetap dan

sudah tidak ada upa,ya hukum lainnya.
(2) Persyaratan Pengbapusan As€t selain tanah dan/atau banguna:r terdiri atas:

a. memenuhi persyaratan teknis, meliputt
l. secara fisik aset tidak dapa.t digunakan karena rusqk, da:r tjdak ekonomis

apabila diperbaiki
2. secara tekris Aset tidak dapat diguna-kan tagi akibat modernisasi;
3. Aset teleh melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
4. Aset mengala:ni perubahan dzlern sp6sifikasi karena penggunaal seperti

terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya;
5. berkurangqya Aset dalern timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut

dAlem penyimpanan/pengangkuta:r;
6. memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi ITS apabila

Aset dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan aset lebih besar dari
pada manfent yang diperoleh; dan/atau

7. aset hilang.
b. adanya putusan pengadilan yang tetah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

sudah tidak ada upa.ya hukum lainnya.
c. lelartg dengan nilai limit lebih dari Rp200.OOO.O00 (dua ratus juta rupiah)

menggunakan a6die 6g96 lqkal.
d. lelang dengan nilqi 'lirnif lebih dari RpI.OO0.000.OOO (satu milyar rupiah), wajib

mendapat lrrsetqiuan MWA.
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BAB VI
BENTUK PENGHAPUSAN ASET

Pasa] 8
Bentuk penghapusan Aset ITS antara lain sebagai berikut:
a. Penghapusan karena pemindahtanganan {seg
b. Pemusnahal Aset;
c. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap da,' sudah tidak ada upa.ya h.rk ,m lainnya atau penghapusan untuk
meojalankan ketentuan undang-undang;

d. Penghapusan Aset karena sebab-sebab tain; rtan
e. Penghapusanpiutang.

BAB VII
TATA CARA PENGT{APUSAN ASET

Pasal 9
Penghapusaa aset secara umum menggunakan tata cara sebagai berikut
a. Pengguna Aset membuat tr erencenrrn penghapusan Aset dengan mempertimbalgkan

aspek telnds dan ekonomis.
b. Pengguna Aset menetapkan Aset yang akal rrihapuskan berdasarkan perencaraan

atau permintaan pihak lain.
c. Persetujuan Penghapusan Aset dengan nitai buku per paket dengal nilai kuralg atau

sama dengan RpI.00O.OO0.00O,O0 (satu milyar rupiah) harus dengan persetujuan
Pengelol,a Aset.

d. Persetujuan Penghapusan As€t dengan nilai buku per pale! dengan nilai lebih dari
Rp1.O00.OO0.O00,00 (satu milyar rupiah) wajib mendapatkan persetujuan MWA.

e. Persetujuan Penghapusan Aset tanah dan/atau bangulan kecuali material bongkaran
wajib mendapatkan persetujuan MWA

f. Dalarn hal usulal penjualan tidak disetujui oleh MWA, Pengelola Aset memberitahukan
kepada Pengguna Aset.

g. Dalarn hal usulan psnjualan disetujui oleh MWA, pengelola Aset menetapkan nilai aset
yang akan dihrpus.

h. Pengguna Aset mengusulkan Penghapusan Aset kepa.da pengelola Aset untu-k
mendapatkaa:
1. Persetujuan Pengelol,a Ase! yang selanjutnya pengguna Aset akalr menindakranjuti

Penghapusan Aset.
2. Delerrr hal Pengelola Aset tidak menyetujui usulan Penghapusan Aset, Pengelola

Aset memberikan alasan dan menyampaikan ke pengguna Aset.
i. Pengguna Aset mengusulkal kepa.da Pengelola Aset untuk membentuk panitia

Penghapusan Aset dan Tim Penaksir Asef
j. Pengguna Aset menugaskan Tim Penaksir Aset unhrk melakukalr perhitungan nilai

Aset yang akan hapus.
k. Pe'lrksanaan perhitungan nilai Aset yang akan dihapus setragaimana dimaksud prada

huruf j yang membutuhkan d^n f atalt mewajibkan kompetensi, kuatifikasi dan
sertifikasi tertentu yang tidak bisa dilekrrkan oleh Tim Penaksir Aset, dapat ditakukan
oleh Tim Penilai.
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1. Tim Penaksir Aset menyampaikan laporan hasil penalsiran kepa.da pengguna Aset
melalui Panitia Penghapusan AseL

m. Pengguna Aset menyampaikan laporan hasil penalsiran dirampiri berita acara
verifikasi dan traporan nilai taksiran Aset kepada pengelola Aset untuk memperoleh
persetujuan nilai taksiran AseL

n. Panitia Penghapusan Aset melekukan penjualan Aset.
o. Segala penerimaan hasil dari penghapusan aset disetorkan ke rekening Rekor.
p. Pelunasal nilai Penghapusan Aset wajib dirakukan oleh pemenalg/pembeli

penghapusan aset paling'lemz 5 (lima; hari kerja setelah penetapan pemenang/pembeli
Penghapusan Aset.

q' Pengguna Aset atau Kuasa Pengguna Aset melakukal penghapusan Aset dari daftar
Aset ITS berdasarkan surat keputusan Rehor tentang penetapan penghapusan Aset
Dari Daftar Aset ITS.

r. Penghapusal Aset dari Daftar Inventaris harus dituangkan dalam berita acara darr
kepada Pengelola Aset.

BAEI VIII
PEI.APORAN

Pasal l0
{1) Pengguna Aset melalui Panitia Penghepusan Aset men5rusun Iaporal penghafusan

Aset.

(2) Perubalan Daftar Inventaris sebagai akibat dari penghapusan aset selanjutnya
dicantumkan dalam Laporan Aset Semesteran/Tahunan.

BAB IX
PENGI{APUSAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ASET

Pasal 1 I
(1) Penghapusan karena pemindah ssef dilakrrkan melalui:

a. penjualan;
b. tukar menukar; dan
c. hibah.

(2) Penghapusan karena pemindahta-nga:ran aset sebagaimana dimcksud {rada ayat (1)

huruf a meliputi:
a. melalui lelang KPKNL;

b. melalui lelang secara mandiri oleh ITS;
c. melalui lelang intemal ITS; darr
d. melalui penjualan tanpa. lelang, khusus kendaraan dinas.

Beglan Kesatu
Penjualan

Pasal 12

Penghapusan karena pemindahtangala:r Aset melalui penjualan harus memenuhi
persyalatan yang mengacu ketentuan dalam Pasal 7 den mempertimbangka,n hal-hal
sebagai berikut:
a. untuk mengoptimalisasi aset yang berlebih atau rdlq
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi ITS apabila dijual; dan
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C sebagei peleksanaan ketentuan peraturan perundang-undanqan.

Pasal 13
(1) Penjualan Aset sebagaimana dimaksud datam passl 12 dapat berupa.:

a. bangunan dan/atau sisa material bongkaran;
b. peralatan kantor dan mesin;
c. kendaraan dinas; dan
d. Aset lain sesuai yang ditetapkan dengan keputusan Rehor s6foagei pengelola aset.

(2) Persyaratal penjualan Aset berupa bangunal dan/atau sisa material bongkaral
sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a, sebagai berikut:
a. lokasi bangunan tidak sesuai dengan rencana induk kempus;
b. lokasi dal luas baagunal tidak memungkinkan untuk digrrnekan dalem rangka

pelaksanaan tugas dan ftmgsi; atau
c. sisa material bongkaran yang masih 6srniliki nilai 2s6! sudah tidak dapat

dimanfaatkan kemba-li dan mengganggu kebersihan lingkungan.
(3) Persyaratan penjualan aset berupa. kendaraan dinas sebagaimala dimaksud pada ayat

(1) huruf c, sebagai berikut:
a. kendaraan dinas telah berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun:

1. terhituag mrrlai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalem
kondisi baru; dan

2. terhitung muJai ta-nggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan setrain
rlimeksud pada angka 1.

b. penjualan kendaraal dinas tidak mengganggu penyelenggaraal tugas dan fungsi
unit kerja yang bersangkutan.

(4) Persyaratan penjtrelan kendaraan dinas setrain tersebut pa.da ayat (3), dapat dilakukan
apabila kendaraal dinas tersebut rusak berat akibat kecelqkern atau keadaan kahar
atau kondisi fisik paling tinggi 3ryo (tiga puluh persen).

Pasal 14
(1) Tata cara penghapusan karena pemindahtanganan Aset melalui penjualan mengacu

ketentuan dalam Pasal 9 peraturan Rektor ini.
(2) Pelaksaaaan penjualan Aset tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta manqiemen.
(3) Penjualan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a darr huruf b,

dapat dilaksana-kan dengan melalui mekanis6s sefoagai berikut:
a. diumumkan mel,alui selebaran atau tempelan pada pa.pal pengumuman ITS yang

mudah dibaca otreh umum dan/atau melaiui media elektronik untr:k Aset yang nilai
limit keselumhaanya paling balyak Rp2O0.000.000,0O (dua ratus juta rupiah);
atau

b. menggunakan media massa loka l urrtuk ase t yang nilai limit keseluruhannya di atas
Rp200.00O.OOO,OO (dua ratus juta rupiah).

[4] Proses publikasi Penjualal Aset sebagaimana dirnaksud pa.da ayat (3) huruf b
rlilakrrkan dengan ketentuan f (satu) kali mslalui surat kabar harian pafing cepat 7
(tqiuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penjualan dan pengumuman penjualan
656f dilaksenakan melalui media 6ss6 l6kat yang terbit dan/atau beredar di kota atau
kabupaten tempa.t Aset berada.

(5) Pelaksanaan penjualan Aset dilakukan melalui proses:
a. penawaran yang disertakan dengare jarninam penawaran paling sedikit 2U/o (dta

puluh persen) dari nilai lirnit;
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b. nilai penjualan Aset sekurang-kurangnya srrna dengarr nilai limit yang ditetapkan;
c. dalam hal peserta penjualan hanya I (satu) peserta, maka peqiualan tetap

dilaksanakan.
d. penetapan pemenang/pembeli penjualan dinyatakan dengan berita acara oleh

Pejabat Penjual Ase!
e. pelunasan nilai penjualan aset yang wajib dilakukan oleh pemenang penjualan

paling lams 5 (lima) hari kerja s€tel,ah penetapan pemenang penjualan;
f. penyerahan fisik as€t kepada pemenang penjualan Aset setelah pelunasan;
g. Pejabat Penjual membuat risalah penjualan dengan melampirkan bukti setoran ke

rekening Rektor dan dilap6ftsl ke Panitia penghapusan Aset;
h. Pejabat Penjual membuat berita acara serah terima pelepasan Aset dan dilaporkan

ke Panitia Penghapusan Ase! dan
i. Panitia Penghapusan Aset membuat berita acara serah terima dan melaporkan

pelaksanaan penjualan kepa.da Pengguna AseL
(6) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana rtimaksud pada ayat (S) huruf h,

Panitia Penghapusan Aset melaporkan ke Pengelol,a Aset melalui pengguna Aset
(7) Pengguna Aset menghapuskan aset dari Daftar Inventaris berdasarkaa keputusan

Pengelola Aset.
(8) Panitja Penghapusan Aset menyusun laporan petaksanaan Penghapusan Aset.

Pasal 15
(1) Penghapusan Aset melalui Penjualan dengan cara leleng di KPKNL sebagaimana

rlimaksud delqrn p4sal I I ayat (2) huruf a berupa.:

a. peralaten kantor dan mesin;
b. kendaraan dinas; dan
c. Aset lain sesuai yang ditetapkan dengan keputusan Rel(or sebagai pengelola Aset.

(2) Tahapan Penghapusan Aset melalui penjuatan dengan 6s12 lslqng di KPKNL scbagai
berikut:
a. tahapan proses administrasi berupa.:

1.. pembentukan Panitia PenghrFusan Aseq
2. pembentukan Tim Penaksir Aset yang akan dihapuskan; dan
3. pembuatan dan pemeriksaan dokumen administrarLif.

b. tahapan penerimeen barang di gudang transit Aset:
1. pengiriman Aset yalg akan dihapus dari Kuasa Pengguna Aset ke gudang transit

As€q dan
2. pemeriksaan secara fisik s€rta pencocokan data administrasi di E-Aset ITS

dengan data fisik yang dikirim ke gudang transit AseL
c. talnpan pelaksanaan lelang di KPKNL, yaitu:

l. pengiriman dokumen lelang ke KPKNL;
2. peleksanaan penentuan pemenang lslang oleh KPKNL; dan
3. proses pengambilan dan pengangkutan Aset lelang oleh pemenang lelang.

d. tahapal pelaporan penghapusan Aset, yaitu:
1. traporan penghapusan Aset;
2. risalalr lelang yang dibuat oleh KPKNL; dan
3. surat Keputusan Relftor tentang Penetapan Penghapusan Aset dari daftar E-

Aset ITS.
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Pasal 16

(l) Penghapusan Aset melalui penjualan dengan cara letang mandiri oleh IlS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21huruf b berupa.:
a. peralatan kantor dan mesin;
b. kendaraan dinqs;
c. bangunan atau material bongkaran; dan
d. aset lqin sesuai ditetafkan dengcn Keputusan Rektor sebagai pengelola Aset

(2) Tahapan Penghapusan Aset melarui penjualan dengan cara lelang mandiri oleh ITS
sebagai berikut:
a. tahapa.n proses administrasi berupa.:

1. Pembentukan Panitia Penghapusan AseL
2. Pembentukal .:m penaksa nilai p€nghapusan aset sebacaj penentua-o harga

limiq dan
3. Pembuatan dan pemeriksaan dokumen adninistratif.

b. tahapan penerimaan baraag di gudang transit Ase! yaitu:
1. Pengiriman aset yang akan dihapus ke gudang transit Aseq den
2. Pemeriksaan secara fisik dengan pencocokan data administratif dengaa data

fisik yang dikirim.
c. tahapan pelaksanaan Penghapusan aset, yaitu:

1. Panitja Penghapusan Aset melaksanakan trelang Aset dengan cara terbuka atau
tertutup;

2' Peleksaraan le}ang oleh Pejabat letang dan/atau paaitia penghapusan Aset;
3. Penentuan pemenang lelang oleh Pejabat I.clang dan/atau panitia penghapusan

Aseq dan
4. Proses penganbilan dan pengalgkutan Aset lelang oteh pemenang lela-ng.

d. tahapan pelaporan Penghapusan Aset, yaitu:
1. Pembuatal laporal Penghapusan Ase!
2. Pembuatan risalah lelang yang dibuat oleh Pengelola Aset; dan
3. Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan pengbapusa:r Aset dari

daftar E-Aset ITS.

Pasal 17
p6nghaPusan Aset melalui lelang internal ITS sebagaimana dimeksud dalarn Pasal l l ayat
(2) huruf c meliputi
a. kendaraan dinas; dal
b. aset lain sesuai yang ditetapkan dengan Keputusan Rekor sebagai pengelola AseL

Pasal 18
(1) Kendaraan dinas meliputi kendaraan bermotor roda empa.t/lebih atau roda dua/.rga.
(2) Kendaraan dinas sebagrrnala dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang

telah digunakan untuk p6laks6sn tugas pejabat atau operasional.
(3) Penjualan Aset ITS sebagaimana dirnaksud pa.da ayat (1) berlaku di lingkungan ITS.
( ) Penjualan Aset ITS sebagaimana dimsksud pada ayat (l) dilakukan dentarr cara

melalui lelang internal ITS.
(5) Penjualan Aset ITS sebagaimara dimaksud pada ayat (1) tjdal mengganggu jalannya

operasional pelaksenasn tugas pejabat atau operasional unit kerja.
(6) Penjualan As€t ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan syarat kendaraan

dinas tersebut tclall berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dengan ketentuan:
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a. terhitung mrrlei ftnggal, furrlan, tqhgl perglehannya, untuk perolehan dalam
kondisi baru: atau

b. terhitung larrlqi tanggal, butan, tahun pembuatannya untuk perolehan seliain
tersebut pa.da huruf a.

Pasal 19

Persyaratan pembeli kendaraan dinas sebagai berikut:
a. pegawai tetap ITS.

b. hanya diperkenankan membeli 1 unit kendaraan dinas.
c. Pejabat yang tidak menerima tunjangan Fasilitas Transportasi Jabatan.

Pasal 20
(f) Tahapal Penghapusan Aset melalui Penjualan dengan cara lelang intemat ITS sebagai

berikut:
a. tahapan proses administrasi berupa.:

l. Pembentukal Panitia Penghapusan AseU

2. Pembentukan 'im penaksir nilai penghapusan Aset sebagai penentuan barga
limit; dan

3. Pembuatan dan pemeriksaan dokumen administratjf.
b. tahapan penerimaan ba,rang di gudang transit Aset, yaitu:

1. Pengiriman aset yang a-kan di hapus ke gudalg tmnsit Aseq dan
2. Pemeriksaan secara fisik dengan pencocokan data administratif dengan lisik.

c, tahapan pelaksanaan Penghapusan aset, yaitu:
1. Panitia Penghapusan Aset metaksanakan lelang aset dengan cara terbuka atau

tertutup;
2. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Irlang dan/atau Panitia Penghapusan Aseq
3. Penentuan pemenang leleng oleh Pejabat Lelang dan/atau Panitia Penghapusan

Ase! dan
4. Pmses pengambilan aset lelang oleh pemenang lelang.

d. tahapan pelaporan penghapusal as€t, yaitu:
1. Berita acara penjualan kendaraan dinas diterbitkan setelah dilakukan

pembayaran.

2. Br-rita acara penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
aka:r digunakan sebagai dasar Pengelola aset menerbitkan risalah penjualal
kendaraan dinas.

3. Risatah penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
digunakan oleh pembeli untuk melakukan perbuatan hukr 'n, antara lain balik
nama-

4. Penerbitan Surat Keputusan Relitor tentang Penetapan penghapusan Aset dari
daftar E-Aset ITS.

5. Panitia Penghapusan Aset membuat Laporan Penghapusan AseL

Pasal 2l
(1) Pembayaran pemhlian kendaraan dinas dilqk rkan secara langsr''ng.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan melalui p€nyetoran ke

rekening Rehor.
(3) Biaya pajak yang 'rnbul akibat penjualar kendaraaan dinas menjadi tanggung jawab

pembeli sesuai dengan ketentuan perpajakan.
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Pasgl22
Penghapusal Aset melalui penjrrqlan Anpa blang, khusus kendaraan dinas sebagaimana
dima,ksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut pada peraturan Rektor yang
terpisah.

Pasal 23
(1) Tindak lanjut penjualqrr Aset yang tidak laku dijuql, akan dihapuskan dalarn bentuk

penghapusan Aset lainnya
(2) Tindak laljut sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) dilakukan setela1 mendapa.t

persetujuan Pengelola AseL

Bagtan Kedua
T\rkar Menukar

Paragraf I
Dasar Pertimbangan Tukar Menukar

Pasal 24
Tukar menukar Aset dilqksairakan dengan pertimbangan, antara train:

a. memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraaa tddarma pergurual tinggi;
b. penggunaan/pemaniaatan Aset belum optimal;
c. dalam hal aset berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengerr tata

rualg wilayah atau penataan kota;
d. guna menyatukan aset yang lokasinya terpencal
g. dalam ralgka pelaksalaan rencana strategis ITS;

f. terhadap Aset berupa tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan/memberikan
a-kses jalan;

g. terhadap aset selain tanah dan/atau banguna-n yang sudah ketinggalan tekrologi; atau
h. pertimbangal lainnya yang tidak bertentanga-n dengan ketentua,n lreraturarr

perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Pelaksanaan tukar menukar dilqksanakarl ss16ffi dilakrrknn kajial terhadap:

a. aspek tekris;
b. aspek ekonomis; dan
c. aspek yuridis.

(2) Aspek teknis sebaga.imana rlimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kebutuhan Pengelol,a Aset/Pengguna Ase! dan
b. spesifikqsi aset yang dibutuhkan.

(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a. kajian terhadap nilai tr561 ysng dilepa.s; dan
b. kajian nilai barang pengganti.

(a) Aspek yuridis sebagaimana dimakssd pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah

atau penataan kota; dan
b. kesesuaian de.gan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
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Paragl:af 2

Obyek Tukar Menukar

Pasal 26
Tukar menukar dilakukan terhadap Aset berupa:
a. tanah dan/atau bangunaa; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pa*.727
Tlrkar menukar Aset berupa l rah dan/atau bangunan hanya dapat diajukan oleh
Pengelola Aset atas persetujuan MWA.

Paragraf 3
Aset Pengganti Terhadap Aset Tanah dal/atau Balgunan

Pasal 28
Aset pengganti atas tukar menukar terhadap Aset tanah dan/atau bangunan harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. aset pengganti harus berupa. tanah dan/atau balgunan; dan
b. nilai aset pengganti sekurang-kurangnya sama dengaa nilai aset yang ditukar.

Paragraf 4
Nil2i Aset Pengganti

Pasal 29
(1) Nilai aset pengganti dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.
(2) Dqlam hal terdapa.t ketidaksesuaian bagian dari Aset pengganti dengal spesifikasi

yang t€lah ditentukan dalan perjanjian tukar menukar:
a. mitra tukar menukar wajib menyesuaikan bagian dari aset pengganti sebagaimana

ditentukan dalam pe{aajian tukar menukar; atau
b. mitra tukar menukar wajib mengganti kekurangal yang timbul akibat

ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau bara:rg senilai kekurangan
tersebut.

(3) Penegantian kekurangan sebagaimana dima-ksud pa.da ayat (2), harus disetorkan ke

rekening Rektor paling lama $ [ima) hari kerja sebelnm berita acara serah terima

ditandatangani.

Paragraf 5
Pihak Pelaksana T\lkar menukar

Pasal 30
(1) Pelalsala tukar menukar adal,ah Pengetrola Aset.

(2) Mitra tukar menukar ada-lah:

a. pemerintah daerah;

b. badan usaha milik negara;
c. badan gs6lg rnitik daerah;

d. badan hukum milik pemerintah l,ainnya;

e. badan hukum swasta; dan
f. perorangan.
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(3) Mitra tukar menukar ditenfukan melalui pemilihan calon mitra 1u1q1. a1s1 rkar yang
sesuai dengal kebutuhal.

Paragraf 6
Panitia tukar menukar aset tqnah dan/atau

Pasal 3l
(1) Panitia tukar menukar Aset tanah dan/atau mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi data administrasi, yaitu:
l. data tanal, antara lain status dan bukti kepemilikan, gembar situasi termasuk

lokasi tanah, luas, dan peruntukan serta nilai perolehan dan/atau nilai jual
obyek paja-k tanall; dan

2. data banguna-n, antara lain ta-hun pembuatan, konstmksi, luas, dan status
kepemilikan 5srta nilei perolehan bangunan.

b. mel,akukan verilikasi fisik atas tanah dan/atau yang akan ditukar
dengan mencocokkan data administrasi yang ditualgkal dalam berita acara
verifikasi;

c. Melalukan verifikasi data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal- het yang
bersifat teknis;

d. menyusun rincian rencana aset pengganti sebagai berikut
1. tanah, meliputi luas dan lokasi ya-ng peruntukannya sesuai dengal tata ruang

wilayah; dan
2. bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi ba-regunal serta sarana dan

prasarana penunjang.
e. melakukan pemilihan mitra tukar menukar; dan
f. membuat surat perjenjial/kontrak tu-kar menukar dan berita acara serah terima

aset.

(2) Tugas panitia tukar menukar aset tanah dan/atau balgunaa dileksenakan s6sar.2
exoficio oleb. Pantia Penghapusan AseL

ParagalT
Tata Cara Peleks,anaan Penghapusan Ka-rena Pemindahtanganan Aset Melalui Tukar

Menukar Aset

Pasal 32
(1) Peleksaraan pemindahtanganan Aset melalui tukar menukar Aset tidak boleh

mengganggu pelaksanaan tugas pokok da:r fungsi penyelenggaraal tridharma
perguruan tinggi serla manajemen.

(21 Pelaks€rraan tukar menukar didasari oleh adalya kebutuhal dari ITS untuk
melakukan tukar menukar

(3) Pengguna Aset mengajukan usu'lan tukar menukar kepa.da pengelola Aset dengan
disertai penjel,asan atas usulan tukar menukar, data pendukung mengenai aset yang
akan dilep6s, dan data rencana aset pengganti, taksiran harga dari instansi yang
berkompeten, serta calon mitra tukar menukar.

(4) Pengelol;a Aset melakukal verifikasi mengenai kemungkinan pelaksanaan tukar
menukardengan sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi permohonan tukar menukar, baik dari aspek

teknis, ekonomis, maupun 5ruridis;
b. mela-kukan verifikasi data administrasi aset yeng akarr ditukarkan; dal
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(s)

(6)

(7t

(8)

(e)

(10)

(1 1)

(r2l

(13)

(14)

(1s)

(16)

(t7l

(18)

(1e)

c. melakukan verifikasi fisik atas aset selain tanah dan/ atau bangunan yang a-kan
dipertukarkan untuk mencocokkan data administrasi yang ada termasuk
melakukan penilaian.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagpimana di'"aksud pada ayat (4), Pengelola Aset
menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebul
lalam lal usulan tular menukar tidak disetujui, Pengelola Aset memberitahukan
kepa.da Pengguna Aset dengal disertai alas6111y4.

Dqlam hal usulan tukar menukar disetujui, Pengelola Aset menerbitkan surat
keputusan tukar menukar yang sekumng-kurangnya memuat:
a. mitra tukar menukal
b. aset yang akan dilepa.s;

c. rencana kebutuhan aset pengganti dan
d. nilai aset yang dilepa.s dan nilai limit terendah aset pengganti.
Dalam ffi tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan nilai perolehan sampai
dengqn RpI.000.OOO.OOO,0O (satu rniliar 11pis}r), dengan pers€tujuan Pengelola AseL
Dalarn fu61 tukar menukar selain taIrah dan/atau nilai perolehan di atas
RpI.O00.0O0.00O,OO' (satu miliar rupiaJl), maka Pengelola Aset terlebih dahulu
mengajukan permohonaa persetujuan kepada MWA.
Pengguna As€t melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincial Aset
ps.tgganti denga-n mempertimbangkan nilqi trset yang aken dipertukalkan.
Berdasarkal hasil pembahasan tersebut, Pengguna Aset mengusulkan kepada
Pengelola Aset untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian tukar menukar.
Mitra tukar menukar melaksanakan pekerjaal pengadaan Aset pengganti sesuai
dengal surat perjaljian tukar menular.
Setelah pelaksalaan pengadaal Aset pengganti selesai, Pengguna Aset melakukan
verifikasi Aset pengganti yang meliputi
a. meneliti kesesuaian Aset pengganti dengan ketentuan perjanjian dan/atau

addendum perjanjian; dan
b. meneliti kelengkapan dokumen administrasi atas Aset penggalti.
Panitia mela-kukan monitoring peleksanaan pengadaan aset pengganti berdasarkan
laporan hasil verifikasi
Sebelum dilakukan penyerahan Aset yang dipertukarkaa, Pengelola Aset
menugaskal -im penilai untuk melaku,kan penilaian kesesuaian aset pengganti.
Apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapa.t kekurangan nilai Aset
pengganti, mitm tukar menukar wajib menyetorkan selisih nil,ai As€t dengan Aset
pengganti.

Panitja melakukan verifikasi kelengkapan dokumen aset pengqanti, dan menyiapkaa
berita acara serah terima aset untuk ditandatangani Pengelola Aset dan mitra tu-kar
menukar
Peleksanaan serah terima Aset yang dipertukarkan antara Pengelola Aset dan mitra
tukar menukar rlilakrrkan setelah Aset pengganti sesuai dengan pedanjian dan siap
pakai secara fisik maupun secara administrasi, atau telah disetorkannya s6[51fo lilai
barang dslarn hal ni'lai Aset lebih tinggi dari as€t pengganti yang dituangkan rlalarn
berita acara serah terima Aset.
Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Aset melaksaaakan
Penghapusan As€t yang dilepas dari daftar inventaris Aset dengan menerbitkan
keputusan Penghapusan Aset dari Pengelola Aset
Panitia Penghapusan Aset menyusun laporan pelaksanaan penghapusan.
Aset pengganti dicatat sebagai aset dalarn daftar inventaris Aset.

(20)

121)
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Bagian Ketiga

Hibah Aset

Paragraf 1

Ruang Linglup Hibah Aset

Pasal 33
Hibah Aset rrilakukan oleh Pengelola Aset dengan pertimbangan untu-k:
a. kepentingan sosial;
b. kepen.rngan budaya;
c. kepentingal keagamaan;
d. kepentingan [66s11ssiaan;
e. kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial; dafl atan
f. kepentingan penyelenggaqan pemerintahan negara/daerah.

Paragraf 2

Syarat Pihak penerima hibah aset

Pasal 34
(l) Pihak yang dapat menerima hibah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, trembaga kemanusiaan, atau
lembaga pendidikan yalg bersifat non komersial yang memiliki akta pendirian yang
sah dan aktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. masyara-kat yang terkena akibat dari bencana ,lem, perang, atau wabah penyekit
snd6mik;

c. pemerintah daerah;
d. badal s5s[p milik negara; atau
e. pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Aset.

(2) L,embaga sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a dibultikan dengaa akta
pendirian dan Ahqgaran dasar/rumah tangga.

Paragraf 3

Persyaratan Hibah Aset

Pasal 35
(1) Persyaratqn Aset yang dapat dihibahka-n mengacu dqlatn Pasal 7 dal memenuhi syarat

lain sebagai berikut:

a. Aset yeng dari awal perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan
sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;

b. sebagian tanah drn/atau bangunan pa.da Pengguna Aset dapat dihibahkan
sepanjang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak
mendapa.tkan penggantian kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan,
fasilitas sosial dan keagern4an; dan/ atau

c. Aset selain tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk
pelaksanraan tugas dan fungsi dan rnesih l,ayak pakai.

(2) Aseh hibal berupa tanah dan/atau bangunan tranya dapa.t diajukan oleh Pengelola

Aset atas persetujuan MWA.
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Pasal 36
(U Hibah Aset harus melalui perjanjian.
(2) Perjanjian sebagaimane dimaksud pada ayat (t), paling sedikit berisi k'la usu! anfsrs

Iain:
a. digunakal sebagaimnna fungsinya pada saat dihibahkaq atau
b. tidak boleh dipindahtangankan kepa.da pihak lain.

Paragraf 4
Panitia Hibah Aset Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 37
(l) Panitia hibah aset tanah dan/atau bangunan mengacu detam ps5al J.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi data administrasi, yaitu:
l. data tanah dan/atau bangunan, antara lain status darr bukti kepemitikan,

gembar situasi termasuk lokasi tanah, luas, d2n peruntukan serta nil,ai
perolehan dan/atau nilai jual obyek ta-nah dan

2. data antara train tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status
kepemilikan serta nilai pemlehan bangunan.

b. melakukan verifikasi fisik atas teneh dan/atau yang aksn dihibahkal
dengan mencocokken data administrasi yang flifsangkan delam fo6d1s asats
verifikasi;

c. melakukan verifikasi data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal- hal yang
bersifat teknis;

d. menyusun rincian rencana Aset pengganti sebagai berikut:
l. tanah, meliputi luas dan lokasi yalg peruntukannya sesuai dengan tata ruang

wilayah;
2. bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi Uangunan serta sarana dan

prasarana penunjang;

3. melakukan pemilihan penerima hibah Aset dan
4. membuat surat perjanjian hibah Aset.

e. menJrusun laporan hasil pelak3slasn tugaa.

Paragraf 5
Tata Cara Pelaksanaan Hibah aset tana-h dan/atau balgunan

Pasal 38
(1) Hibah atas Aset tanah dan/atau bangunan telah mendapa.tkan persetujuan MWA dan

sel,anjutrrya dilqkukan dengan cara:
a. permohonan hibah disamp.ika;r kepa.da Pengguna Aset dan atas persetujuan

Pengelola Aset dengan disertai penjelasan dan data pendukung;
!. qlasar permintaan hibah;
c. rincian peruntukan;
d. jenis/ spesifikasi;
e. lokasi/data teknis; dan
f. hal l,ain Yang diqnggaP Perlu.

(2) Pengelotra Aset membentuk paaitia penghapusan aset atas usulan Pengguna Aset tanah
dan/atau bangunan mengacu dalam Pasal 3.
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(3) Panitia melekukan verifikasi kelayakan alasan/pertimbangan permintaa:r hibah, dan
data administrasi denga-n proses sebagai berikut:
a. surat permohona:e hibah dari pemohoo hibah;
b. melakukan Survey lapa.ngan ke pemohon hibah;
c. membuat berita acara survey;
d. menyesuaikan permohonan barang dengaa ketersediaan barang yang akart

dihibahkan;
e. panitia menyampaikan laporan hasil peleksqnaar hibah kepa.da pengelola Aset,

dilampiri berita acara verifikasi dan laporan penilaian;
f. berdasarkan laporan panitia, Pengelola Aset menyetujui atau tidaknya usulan

usulan hibah;
g. dalam hal ssslrn hibah tidak disetujui, Pengelola Aset memberitahukan kepada

pihak yalg mengusulkan hibah, disertai dengaa alasaanya; dan
h. dalam hal usulal hibah disetujui, Pengelola Aset menetapkan keputusan

pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. penerima hibah;
2. objek hibah, yaitu mengenai detil tanah da-n/atau bangunan;
3. nilai tanah dan/atau bangunan;
4. peruntukan tqnah dan/atau bangunal;
5. berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah tersebut, pengelola Aset

melnkukan sera-tr terima tanah dan/atau kepa.da penerima hibah,
yalg dituangkan de'lam berita acara serah terima Aset dan naskah hibah;

6. Panitia Penghapusan Aset menyusun laporan pelaksanaan psngheFusan As€t;
dan

7. berdasarkan berita acara serah terima Aset dan naskah hibah, Pengguna Aset
melaksanakan penghapusal Aset dari daftar inventaris.

Paragraf 6
Tata Cara Peleksanaan Hibal Atas Tanal dan/atau Bangunan yang Sejak perencanaan

Pengadaannya Dimaksudkon Untuk Dihibahkal

Pasal 39
Menyiapkan dokumen perencanaan anggaran beserta kelengkapannya.
Dokumen perencanaan untuk aseh hibah berupa. tanah dan/atau ba:rgunan telah
mendapatkan persetujuan MWA
Mel,akukan verifikasi data administrasi yaitu:
a. data tanah, antara lain status dan buki kepemilikan, lokasi tanah, luas, nilai

tanah;
b. data antara lain tahun pembuatan, konstruksi, Iuas, dan status

kepemilikan Serta nilai ba,gunan; dan
c. Melakukan verifikasi fisik atas taneh dan/atau trangunan yang a.kan dihibahkan

untuk mencocokkan data administrasi yang ada.
Menyampaikan laporan hasil verifikasi data administrasi dan fisik kepada Pengelola
AseL
Pengetrotra As€t membentuk panitia penghapusan aset atas usulan Pengguna Aset
mengacu dalatn Pasal 3.
paaitia 6slak rkan verifikasi kelayakan ala5a1/psrtimbangan permintaan hibah,
da:r data administrasi yang terdiri atas:

(1)

l2t

(3)

(4)

(s)

(6)
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(7t

a. data tanah, antara lain status rlan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, dan peruntukan;

b. data bangunan, antara train tahgl p666ratan, konstruksi, luas, dan status
kepemilikan; dan

c. apabil,a diperlukan, mela,ku-kan verilikasi fisik atas tarl.g.h darLf atau bargunan
yang eken dihibahkan untuk mencocskkan data administrasi yang ada.

Pengelola Aset menunjuk tim penilai untuk metrkukan penghitunqan nilai tanah
dan/atau balgunan yang akan dihibahkan.
Tim penilai menyempaikan laporan hasil penitaiaq kepa.da pengguna Aset.
Pengguna Aset menyampaika:r laporan hasil pelqksanaan tugas kepa.da pengelol,a

Aset di'lqmpiri berita acara verifikasi dan lapora-n penitaian.
Berdasarkan laporan Pengguna Ase! Pengelola Aset menyetujui atau tidaknya
usulan hibal.
Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Aset memberitahukan kepada
piha-k yang mengusulkan hibah, disertai dengan atess6y2.
Dalgrn hal usulan hibah disetujui, pengelola Aset menetapkan keputusan
pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah, yaitu mengenai detfl tanah ds1/sfau bangunan;
c. nilai tanah dan/atau bangunal; dal
d. peruntuka-n tanal: dan/atau bangunan.
Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah tersebu! Pengelola 6"91 66lakukan
serah terima tanah dan/atau bangunan kepada penerima hibah, yang dituangkan
dalam perjanjian hibah darl berita acara serah terima.
Panitia Penghapusan Aset menyusun laporan pelaksanaan Penghapusan Aset.
Berdasarkan peianjian hibah dan berita acara serah terima sebagaimana rtimaksud
pada ayat (12), Pengguna Aset menghapuskan Aset dari Da-ftar Inventaris Aset
berdasarkan keputusal Pengelol,a AseL

(10)

(l l)

(r2l

(13)

(8)

(e)

(14)

(1sl

Paragraf 7
Tata CaIa Pelqksenean Hibah Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 40
(l) Pengguna Aset mengajukan permintaan persetujuan kepa.da Pengelola Aset untuk

menghibahkan Aset, dengan disertai:
a. alasal untuk menghibahkan;
b. data calon penerima hibah; dan
c. data aset selain tamh dan/ atau bangunan yang Aken dihibahkal, yaitu tahun

pemlehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan.
(2) Dalcrn hal nilai pemlehan aset selain tanah dar/atau bangunan tersebut di atas

Rp1.OO0.000.0OO,OO (satu milyar rupiah), Pengelola As€t terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan kepa.da MWA

(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Pengelola Aset menentukal disetujui atau tidalmya
permohonal trrsebut.

(4) Dalarn hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Aset memberitahulan kepada
Pengguna Aset yang mengusulkan hibah, disertai dengan alass111y2.

[5] Dqlam hal usu-lan hibah disetujui, Pengelol,a Aset menetapkan surat persehljuan
pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
a. berita acara survei lapangan;
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BAB X
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Objek dan Cara Pemusnahan

Pasal 41
(1) Pemusnahan f,sst {tilakrrken dala;a ha}

a. Aset tidqk dapat digunakan, tidak dapat dimsrataatkan, dan tidak dapa.t
dipindahtangankan; atau

b. terdapat "tasan lain sesuai dengan ket€ntuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnalran Aset sebagaimana dimaksud pa.da ayat (U aihkukan denga:r:

a. diba-kaa

b. dihancurkal;
c. di.irnbun;
d. ditenggelqmkan;
e. dirobohkan; atau
f. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemusnahal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan datrm berita
acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola Aset melalui pengguna AseL
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b. aset yang dihibahkan;
c. pihak yang menerima hibah;
d. peruntukan as€t yang dihibahkan; rtan

e. jenis, jrrmtah, dan nilai Aset yang akan dihibahkan.
(6) Pengelola Aset membentuk Panitia Penghapusan Aset dengan skema hibah untuk

melakukam persiapan pengusulen hibah Aset dengan tugas:
a. melakukan verifikasi data administrasi Aset selain ranah dan/atau bangunan yang

a-kan dihibahkan, yaitu tentang tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bulti
kepemilikan, dan nilai perolehan;

b. melakukan verifikasi lisik atas Aset selain tanah dan/atau bangunal yang akan
dihibahkan untuk mencocokkan data administrasi ya-ng ada; dan

c. menyarnpaikaa traporan hasil verifikasi data administrasi dan fisik kepada Fengelola
Aset.

(7) Pengguna Aset menugaskan panitia penghapusan melakukan verifikasi kel,ayakan
hibah rlen data administrasi melalui survey l,apangan.

(8) Panitia Penghapusan Aset melaksanakan proses hibah ke penerima hibah.
(9) Berdasarkan pelaksanaan proses hibah sebagaimana rrimsksud pada ayat (7),

Pengelola Aset melqkukan serah terima Aset yang dihibahkan dengan penerima hiba},
yang dituangkan delpm fo6fi1s acara serah terima Aset dan naskah hibah.

(10) Panitia Penghapusan meuyusun laporan pelqksanraan penghepusan Aset.
(11) Berdasarkan berita acara serah terima Aset dan naskah hibah, pengguna Aset

melaksaaakan Penghapusan Aset dari daftar inventaris berdasarkal keputusan
Pengelola Ase t.



Bagian Kedua
Pihak Pelalsana Pemusnahan Aset

Pasal 42
(1) Pemusnahan [36f dilqkrrkan otreh Pengguna Aset setelah mendapat persetujual dari

Pengelol,a AseL
(2) Pengelola Aset membentuk panitia pemusnahan Aset atas usulan pengguna As€t

mengacu delqm Pasgl 3.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peleksanaan Pemusnahan Aset

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 43
Pengguna Aset melekukan persiapan pengajuan permohonan pemusnahan Aset terdiri
atas:

a. melakukan verifikasi administrasi, meliputi verifikasi data dan dokumen aset; dan
b. melakukan verifikasi fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik Aset yalg akan

dimusnahkan dengan data administrasi yang difirangkan dalam l2p91a1 fu25i1
verifikasi.

Paragraf 2

Permohonan Pemusnahan Aset

Pasal 44
(l) Pengguna Aset mengajukan permohonan pemusnahan Aset kepa.da pengelol,a Aset

yang paling sedikit memuat
a. pertimbalgan dan alrsan pemusnahan Ase! dan
b. data Aset yang akan dimusnahkan, pafing sedikit memuat tahun perolehan,

identitas Aset, dan nil,ai perolehan dan/atau nilai buku.
(2) Permohonan pemusnahan Aset sebagaimana dimeksud pada ayat (l) harus disertai

dokumen sebagai berikut:
a. surat pernyataan dari Pengguna Aset atau Kuasa Pengguna Aset yang paling sedikit

memuat:
l. Identitas Pengguna Aset/Kuasa Pengguna Aseq
2. Perrryataarr bahwa Aset tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkal, dan/atau

dipindaltangankan atau Aset harrs dilakrrkan pemusnahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; derr

3. Pernyataan bahwa Aset yang rtirnss136p41 tidak mengganggu tugas pokok dan
fungsi unit keda.

b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk Aset yang hart.s dilengkapi dengan dokunen
kePemilikan;

c. kartu identitas Aset, untuk Aset yang harr.s dilengkapi dengan dokumen
kePemilikarr'

d. laporan kondisi Ase! dan
e. foto terbaru Aset

23



(3) Dalam hal dokumen kepemilikan setragaimana rlimakssd pada ayat (2) huruf b tidak
ada, digantikan dengan :

a. dokumen lainnya seperti dokumen kontra-k/perjanjian, akte jual beli, perjanjian
jual beli, dan dokumen setara lainnya; atau

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditaidar.ngrni oleh pejabat struktural
yang berwenang yang menyat,kqn bahwa Aset yalg akan rrirns5626g21 tersebut
mempalan aset ITS.

Paragraf 3
Persetujuan Pemusnahan Aset

Paragraf 4
Pe'la ksanaan Pemusoahan Aset

Pasal z16

(1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan aset dari Pengelola Aset, Pengguna Aset melalui
panitia pemusnahan Aset 6glak rkan pemusnahan.

(2) Pelalsanaan pemusnahan aset sebagaimana rlimaksud pada ayat (f) dituangkan
dqlsrn b€rita acara pemusnahan.

(3) Berita acara pemusnahan ssst selagaimanan dirncksud pada ayat (21 s€kurang-
kurangnya ditandatangani oleh Pengguna Aset/Kuasa Pengguna Aset.

(4) Panitja Penghapusan aset menyusun laporan pelaksanaan penghapusan aset
(5) Berdasarka:r berita acara serah terima As€t dan pslaksanaar penghapusan melalui

skema pemusnahan, Pengguna Aset melaksanakan penghrpusan aset dari dafta,r
inventaris berdasarkan surat keputusan Pengelola Aset.
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Pasal 45
(1) Pengguna Aset mel;alui panitia pemusnahan fls61 6grak rken verilikasi terhadap

permohonan pemusnahan AseL
(2) Verifikasi sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1) meliputi:

a. verifikasi kelayakan pertimbangan dan atasal permohonan pemusnahan Aseq
b. verifikasi data Aset dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
c. verifikasi fisik, untuk mencocokkaq fisik Aset yang akan rri'nusnahkal dengan data

kondisi AseL
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dima-ksud pa.da ayat (2) rlisamfraikan kepada pengelola

AseL
(4) Berdasarkan hasil laporan verifikasi sebagaimana dimalsud pa.da ayat {3), pengelola

Aset memberikan persetujuan dan menerbitkan keputusan persetujuan pemusnahan
aset.

(5) Dalam haf permohonan pemusnahan aset tid^k disetujui, pengelola Aset
memberitahukan kepa.da Pengguna Aset yang mengqiukan permohonan disertai
dengan qlasaruly4.

(6) Surat persetujuan pemusnahan Aset sebagaimana rlimaksud pada ayat F) paling
sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alesan disetujuinya pemusnahan Ase!
b. data Aset yang disetujui untuk dirnusnahkan, paling sedikit memuat tahun

perolehan, identjtas Aset dan nil,ai perolehan dan/atau nilqi Ssfu1; dan
c. Pengguna Aset melaporkan pelaksalaan pemusnahan aset kepada Pengelola Aset.



BABxI
PENGHAPUSAN ASET KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADII.AN YANG TEI.AH

MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH TIDAK ADA UPAYA HUKUM
I.AINI{YA ATAU PENGHAPUSAN UNTUK MENJALANKAN KETENTUAN UNDANG_

UNDANG

B"gton Kesatu
Tahapan Umum

Pasal 47
Penghapusan Aset karena adanya putusan pengadilan yeng telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tida-k ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk
menjalankan ketentuan perundang-undangan dilakukan melatui tahapaa:
a. persiapa.n penghapusan Aseq
b. pelak5arnan penghapusan Aseq den
c. pelaporan.

Bagran Kedua
Tahapan Persiapan Penghapusal

Pasal 48
Tahap persiapan penghapusal dilakukan dengan cara yaitu, pengguna Aset melalui
Panitia Penghapusan Aset menyusun alasan penghapusan aset den 6stqfnpirkan data:
a. safinan putusan pengadilan yang telah dflegalisir oleh pejabat berwenang;
b. identitas dan kondisi aset;
c. tempat/ lokasi aset dan
d. harga perolehan aset.

Bagian Ketiga
Tahapan Peleksanaan Penghapusan

Pasal 49
Tahap pelaksanaan Penghapusan ditakukan dengan cara:
a. berdasarkal rekomendasi Panitia Penghapusan Ase! Pengguna Aset mengus 'lkan

kepada Pengelola Aset untuk menyetujui usulan Penghapusan As€q
b. Pengelola Aset menerbitkan surat persetujuan Penghapusal Aset;
c. Pengelola Aset sudah mempercleh persetujuan MWd dalam hal objek pe.ghapusan

adalah aset tenrh dan/atau bangunan; dan
d. Panitia Penghapusan Aset melaksana-kan Penghapusan Aset berdasarkan persetujuan

sebagaimana dimaftsgd pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Tahapal Pel,aporan

Pasal 50
(1) Panitia Penghapusan Aset menyusun laporan pslaksanaan Penghapusan AseL
(2) Berdasarkan berita acara serah terima Aset dan p6laksa12s11 penghapusan melalui

skema adarrya putusan pengadil,an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
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Pengguna Aset melaksanakan penghapusan aset dari daftar inventaris berdasarkal
keputusan Pengelola Aset.

Bagtan 663"1"
Tahapan Persiapan Penghapusan Aset Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 52
Tahap persiapan Penghapusan dilqkrrkarr dengan cara:
a. Pengguna Aset mengajukan usulan penglrapusan aset kepa.da pengelola Aset disertai

dengal sebab-sebab penghapusan den dilampiri data:
b. identitas dan kondisi ase!
c. tempat/ lokasi AseU dan
d. harga pemlehan Aset.

Bqgian I(sdus
?alnpal pelaksanaan Penghapusan Aset Karena Sebab-Sebab l,ain

Pasal 53
(1) Tahap petalsanaan penghapusan aset karena sebab lain dilakukan dengan cara

Pengelola Aset melakukan verifikasi untu-k menyetujui atau tida-k usulan penghapusan

Aset dad Pengguna Aset.
(2) Dalam hal usulan Penghapusan tidak disetujui oleh Pengelola Aset, makq Pengelola

Aset memberitahukan kepada Pengguna Aset disertai dengan ,lesannya.
(3) Dalam hal usulan penghapusan disetujui, Pengelola Aset menerbitkaa keputusan

persetujuan Penghapusan.
(a) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia melaksanakan

Penghapusaa AseL
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BABxII
PENGHAPUSAN ASET KARENA SEBAB-SEBAB I-AIN

Pasal 5l
(1) sebab- sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab

Penghapusan Aset berwujud, antara lain:
a. hilang, terbaka-r, susut, menguap, mencair;
b. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tFneh pihak lain karena

tidak dapa.t dilqkukan pemindahtqnganqn;
c. harus dihapuskan untuk bangunan daram kondisi rusak berat dan/atau

membahaya ka n lingkungan sekita1; atau
d. sebagai akibat dari keadaa:r kahar lfore majeurel.

(2) Sebab-sebab lain yang secara normal dapa.t diperkirakan wajar menjadi penyebab
penghapusan untuk Aset berupa Aset tak berwujud antara tain:
a. tidak sesuai dengan perkembangan teknologi;
b. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi; atau
c. masa manfaat/kegunaan telah berakhir.



Ragrqn (6tiga
Tahapan Pelaporan Penghapusan Aset Karena Sebab-Sebab I^ain

Pasal 54
Tahap pelaporan Penghapusan dilakukan berdasarkan berita acara penghapusan Aset
karena sebab-.sebab lain, Pengguna As€t mel'ksanalan penghapusan Aset dari da-ftar Aset
berdasarkan keputusan Pengelola AseL

BABXIII
PENGT{APUSAN PIUTANG

Pasal 55
(1) Ruang lingkup piutang yang dimililci otreh ITS meliputi:

a. piutang internal darr
b. piutang karena tuntutan ganti rugi.

(2) Piutang internal terdiri atas:
a. piutang dana pendidikan;
b. piutang kerjasama; dan
c. piutaag usaha.

(3) Piutang karena tuntutan galti rugi trrdiri atas
a. hasil temuan auditor intema! dan
b. hasil temuan auditor ekstemal.

Pasal 56
(1) Klasifikasi potensi pengembalian piutang sebagaimana yang dimalsud rlelqrn Pasal 55

ayat (21dan ayat (3) tediri atas:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. beral

(2) Potensi pengembalian piutang ringan jika:
a. penrnqgung hutang memberikan kesaaggupan pengembalian dengan membuat

surat pemyataan bermeterai dan
b. penanggung hutang sudah melakukan pembaya-ran sebagian dari kewajiban

pengembalian hutang.
(3) Potensi pengembaliaa piutang s€dang, jika penanggung hutang tidak sanggup

mengembalikan hutang dengan membuat surat pernyataan bermeterai.
(4) Potensi pengembalian piutang berat, jika:

a. penanggung hutang dan ahli waris sampai level ke 2 (dua) sudah meninggal dunia;
atau

b. penanggung hutang dinyatakan pa.ilit berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 57
(l) Jenis penghapusan piutang terdiri atas:

a. penghapusan secara bersyarat dan
b. penghapusan secara muflak.

(2) Penghapusan secara bersyarat yaitu menghapusken piutang tanpa menghapuskan
ha.k tagih dengan persyaratan yang meliputi:
a. piutang klasifikasi ringan dan/atau sedang;

b. penghapusal piutang diusulkqn oleh TUPI; dan
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c. Penghapusan piutang ditetapkan oleh Rektor.
(3) Penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang dengaa cara menghapuskan

hak tagih dengan persy,rratan yAng meliputt
a. piutang klasifikasi berat;
b. penghapusan piutang diusulkan oleh TUPI; dan
c. penghapusan piutang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan MWA.

Pas€l 58
(1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana

dimaksud dalam passt 57 hanya dapa.t dilakukal setelah piutang ITS diurus secara
optimal oleh TUPI.

(2) Pengurusan piutang ITS dinyatqkan telah optimal apabila telah dilakukan
penatausahaan piutang dan telah ditagiftkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.

(3) Wakil Rektor yang membidangi kerrangen menetapkan Piutang ITS Belum Dapa.t

Ditasih PBm).
(4) PBDT sebagamana disebut dalam ayat (3), ditetapkan:

a. dal:m hal masih terdapat sisa utang, namun penanggung utang tidak mempunyai

kemanpuan untuk menyelesaikannya; dan
b. trarang jaminan tidak ada, tel4h dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis,

atau bermasala,h yang sulit diselessikan.

Pasal 59

(1) Kewenangan atas penghapusan piutalg ditetapkan oleh:

a. Rektor untuk jumlah piutang per orang atau badan usaha sampai dengan

Rp1O0.000.O0O,O0 (seratus juta rupiah); dan
b. Rektor dengal persetujuan MWA untuk jumlah piutang per orang atau badan

usaha lebih dari Rp100.000.000,0O (seratus juta rupiah).

(2) Apabita piutang ITS dalqm satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan

adalah nilai ysng setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs

tengah bank Indonesia yang berliaku pada 3 (tiga) hari sebelum tengga-l surat pengajuan

usul penghapusan oleh Wakil Relrtor yang membidangi keuangan.

Pasal 60

(1) Tata c.rra pelaksanaan Penghapusan piutang meliputi:

a. TUPI merekomendasikan Penghapusan piutang kepa.da Rektor melalui wakil Rektor

yalg membidangi keuangan;

b. Dalam hal penghapusan piutang per orang atau badan usala lebih dari

Rp100.OOO.O00,- (seratus juta rupiah) wajib mendapatkan persetujuan MWA-

c. Rektor memutuskan persetujuan/ tidak setuju pengbapusan piutang berdasarkan

rekomendasi dari TUPI;

d. Persetujuan Penghapusan piutqng ditetapkal dengaa surat keputusan Rektor; dan

e. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf d, Biro

Keuangal melakuka.:n penghapusan piutang ITS secara bersyarat atau mutlak.

(2) Dalam ha-l usulan penghapusan piutang tidak disetujui oleh Rektor dan/ atau MwA,

Rektor memberitahukan kepada WFkil Rektor yang membidangi keuangan disertai

dengan alasannya.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rekor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 13 Tahun 20lg t€ntang penghapusan Aset Institut reknologi sepuluh
Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan ini mulai berlal<u pada ranggpl ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juln 2O23

R INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

Ac:
ASHARI,
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